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ABSTRAK

Sholekhah, Putri Hanidatus 2024. Kesadaran Hukum Masyarakat Kota
Pekalongan Dalam Perekaman Administrasi Kependudukan. Skripsi
Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Iqbal Kamalludin,

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis
tingkat kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman
administrasi kependudukan. Kesadaran hukum merupakan aspek penting
dalam memastikan kelengkapan dan keakuratan data kependudukan yang
berfungsi sebagai dasar berbagai kebijakan publik. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data
diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada sampel masyarakat
Kota Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran
hukum masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman administrasi
kependudukan masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor yang menyebabkan
nya adalah yang pertama masyarakat kota pekalongan ini lingkungannya
heterogen antara masyarakat yang ada di wilayah barat dengan masyarakat
yang ada di bagian pesisir utara, mereka memiliki manset yang berbeda.
Kendala masyarakat yang dihadapi yaitu mereka cenderung malas untuk
mengantre melakukan pengurusan. kesadaran masyarakat itu sendiri
Kebanyakan dari masyarakat itu akan mengurus administrasi
kependudukannya ketika mereka merasa sudah butuh dan mendesak.
Kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan dalam perekaman
administrasi kependudukan, berdasarkan data dari responden yang telah
mengisi kuesioner, masih cukup dalam hal tingkat kesadarannya. Jika
dilihat dari indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap
hukum, dan perilaku hukum, jawaban dari informan dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa masyarakat Kota Pekalongan umumnya berada pada

kategori cukup dan cenderung kurang.!

Kata Kunci: Kesadaran hukum, administrasi kependudukan, Kota
Pekalongan, perekaman data.
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ABSTRACT

Sholekhah, Putri Hanidatus 2024. Legal Awareness of Pekalongan City
People in Recording Population Administration. Thesis, Faculty of Sharia,
constitutional law Study Program. State Islamic University K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Igbal Kamalludin, M.H.
o
This research aims to identify and analyze the level of legal

awareness of the people of Pekalongan City in recording population
administration. Legal awareness is an important aspect in ensuring the
completeness and accuracy of population data which serves as the basis
for various public policies. The research method used is empirical juridical
with a qualitative approach. Data was obtained through a questionnaire
distributed to a sample of the Pekalongan City community. The results of
the research show that the level of legal awareness of the people of
Pekalongan City in recording population administration still needs to be
improved. The factors that cause this are firstly, the environment of the
people of Pekalongan City is heterogeneous, between the people in the
western region and the people on the north coast, they have different cuffs.
The problem people face is that they tend to be lazy about queuing for
processing. awareness of the community itself. Most people will take care
of their population administration when they feel it is necessary and urgent.
The legal awareness of the people of Pekalongan City in recording
population administration, based on data from respondents who have filled
out questionnaires, is still sufficient in terms of the level of awareness. If
we look at the indicators of legal knowledge, legal understanding, legal
attitudes and legal behavior, the answers from informants in this research

show that the people of Pekalongan City are generally in the sufficient
categorz and tend to be lackinﬁ.

Keywords: Legal awareness, ioiulation administration, Pekalongan City,

data recording.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Penduduk adalah kum

-orang yang menepati wilayah
di dalamnya yang ter dari pemerintah wilayah
tersebut, bisa dikat omponen yang paling
penting dala i i atau masyarakat
rjadi  dalam

pengakuan

e

anak ata an anak, perkawi , kematian

nnya. ' Peristiwa-peri itu wajib

terjadi sesuatu, ke akan selalu

pun masyarakat sete

a kewajiban tersebut, diperlukan

embaga-lembaga yang

(Disdukcapil).

Kependudukan “ ejadian yang dialami

Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap

penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan

! Muhammad Faiz, “Upaya Kesadaran Masyarakat dalam Pengurusan Akta
Kematian untuk Ketertiban Administrasi Kependudukan di Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar”, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan limu
Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, Hal. 1.



atau surat keterangan kepend lainnya meliputi pindah datang,

atas menjadi tinggal tetapi”.2

perubahan alamat, serta st

Berdasarkan ke epatnya pada sila kelima
yaitu: “Keadilan i ia” menggambarkan
bahwa Indg i baik sesama

setiap warga

u seéscorang tinggal

sial dengan orang la
adaan birokrasi pem
tidak bia 1 dan akan selalu men: as mereka.

salah satu negara b

sar di dunia.® Pe

2UU Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1
Ayat 3

3 Drs. H. Rasyidin Nahdi, “Implementasi Nilai Keadilan Pancasila Dalam
Konteks  Kesejahteraan Pegawai  Kemenag Provinsi Kalimantan  Timur”,
https://kaltim.kemenag.go.id/opini/read/254

4 Artis, 2014, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5 Evita Devega, “TEKNOLOGI Masyarakat Indonesia: Malas Baca Tapi Cerewet
di  Medsos”, https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologi-masyarakat-
indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos/0/sorotan_media



langkah untuk mengintegrasikan masyarakat ke dalam sistem
administrasi kependudukan.
Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk

memenuhi hak asasi setiap indiyaglu dalam hal pelayanan administrasi

kependudukan, pengumpul istik kependudukan di tingkat

ikan sistem administrasi
ik tanpa diskriminasi.

ng berkaitan

an  untuk

status pribadi, dan s alam setiap

n dan_peristiwa pe

an warga negara I

suai dengan semanga

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang merupakan komponen

intt dalam kerangka Administrasi Kependudukan, agar dapat

¢ Bewa Ragawino. Hukum Administrasi Negara. Bandung: FISIP Universitas
Padjajaran. (2006).hal 45



memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan tata kelola
pemerintahan dan mendukung pembangunan.’

Menurut UU No. 23

2006 mengenai Administrasi

Kependudukan, dijelaska a yang bertanggung jawab

di  tingkat
kabupaten/kota i an Catatan Sipil.
Lembaga in ayanan kepada

penting dan

bagi setiap

orkan peristiwa kep

alami kepada lem

kematian, ka ministrasi.

Sebagai ¢ iran dalam sistem

pendaftaran penduduk, dibutuhkan akta kelahiran. Akta kelahiran ini

" Hadjon, Philipus, dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta:
Gadjahmada Press. (1994).hal 60

8 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

® Pasal 3, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan



adalah dokumen catatan sipil yang mencatat peristiwa kelahiran

seseorang. Jika seorang anak tidak memiliki atau belum terdaftar dalam

akta kelahiran, secara hukum tidak mengakui keberadaannya.

Hal ini berdampak pa encatatan nama, silsilah,

Provinsi agian utara,

di sebelah selatan Kabupaten

ur. Terbagi menjadi atan, yaitu

ckalongan Barat, P latan, dan

1 utara Jawa

a ini terletak strategis

yang me Jakarta, Semarang, . Posisinya

berjarak timur Jakarta dan 1 belah barat

un 2023, jumla
me i i 6.679
wanita. Rasio |
mengindikasikan

penduduk pria. Kecamatan Pekalongan Barat menjadi wilayah dengan

10 Daniella, M. R. (2023). Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran Di Kabupaten
Manokwari Provinsi Papua Barat (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Illmu
Pemerintahan Abdi Negara).

u TIM KOMUNIKASI PUBLIK, “Sejarah Singkat”,
https://pekalongankota.go.id/halaman/sejarah-singkat-3881.html 20



https://pekalongankota.go.id/halaman/sejarah-singkat-3881.html

jumlah penduduk terbanyak, mencapai 97.098 jiwa, sementara
Kecamatan Pekalongan Selatan memiliki jumlah penduduk paling
sedikit, yakni 67.606 jiwa. Kepadatan penduduk di kota ini cukup tinggi,

mencapai 7.017 jiwa per kilo ersegi, sehingga perlu perhatian

terhadap laju pertumbuh ar Kota Pekalongan tidak

semakin padat.?

JENIS KELAMIN
JUMLAH
KODE| KECAMATAN PENDUDUK
LAKI-LAKI PEREMPUAN
n (Jiwa) (%) | n (Jiwa) (%) | n(iwa) | (%)
337501 |PEKALONGAN 49183 | 1549 | 47915 | 1500 | 97.008 | 3058
BARAT
337502 |PEKALONGAN 36310 | 1143 | 35748 | 11.26 | 72.058 | 22,69
TIMUR
337503 |PEKALONGAN 40094 | 1291 | 39779 | 1253 | 80.773 | 2544
UTARA
337504 |PEKALONGAN 34369 | 1082 | 33237 | 1047 | 67.606 | 21,29
SELATAN
3375 |KOTA 160.856 | 50,66 | 156.679 | 49,34 | 317.535| 100,00
PEKALONGAN
2022 160527 | 50,65 | 156.406 | 49,35 |316.933 | 100,00
2021 150.843 | 5055 | 156.373 | 49.45 | 316.216 | 100,00
2020 150.846 | 5057 | 156.273 | 49.43 | 316.119 | 100,00

12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PEKALONGAN, “Data Agreta Kependudukan Kota Pekalongan Semester I tahun 2023,
https://disdukcapil.pekalongankota.go.id/ upload/file/file_20231006075555.pdf



https://disdukcapil.pekalongankota.go.id/

2019 158.545 | 50,50 | 155.425 | 49,50 | 313.970 | 100,00
Sumber: Data Agreta Dukcapil Kota Pekalongan Semester 1
Tabel 1.2
Jumlah penduduk kota pekalongan
2021 2023
Semester Semester Semester Se
2 2
315997 317535 31
an pusat statistika kot
Tabel 1. 3
men Kependudukan an Sipil Di

ekalongan Per 13 Ju

Dokumen Jumlah yang di Terbitkan
Kartu Keluarga 218
KTP EL 236
KIA 48
Akta Kelahiran 48
Akta Kematian 18
Akta Pernikahan 0

Akta Perceraian




SKPWNI 21
SKDWNI 32
Rekaman KTP EL 44
Blangko KTP EL 1880
SKTT 1
Sumber: n pencatatan sipil Kota

Pekalongan

Tabel 1. 4

pos Jateng, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pekalongan
menghimbau warganya untuk segera melaporkan dan mencatatkan akta
kematian. Akta kematian memiliki peran penting, tidak hanya sebagai

dokumen pendukung dalam hal hak waris, tetapi juga digunakan sebagai



alat untuk memvalidasi data kependudukan.’® Dukcapil Kota
Pekalongan telah mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan

akta kematian. Akta kematian

iliki peran penting, bukan hanya
sebagai dokumen pendu ak waris, tetapi juga sebagai

alat validasi data kepe

layanan
meningk Pekalongan
mencatat bulan Juni 2021, seba

e-KTP te 1 dengan 221.329 di a

warga wajib

mengikuti

proses pe un, 9.903 warga atau dari jumlah

tersebut kan perekaman. Dari
kependu 3 Juni 2022 dalam i capil Kota
wa sebanyak 0 Oran

daftarkan akta Perc

Kesadaran esadaran seseorang
atau sekelompok Masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang

berlaku. Kesadaran hukum sangat penting dimiliki suatu Masyarakat.

13 Dessy Nuraulia, “Disdukcapil Kota Pekalongan Imbau Warga Segera Urus
Akta Kematian “ https://www.posjateng.id/warta/disdukcapil-kota-pekalongan-imbau-
warga-segera-urus-akta-kematian-b2cén9dmu

14 https://disdukcapil.pekalongankota.go.id/pengumuman/penerbitan-dokumen-
kependudukan-13-juni-2022.html
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Hal ini bertujuan agar ketertiban, keamanan, kedamaian, dan keadilan
dapat terwujud dalam suatu daerah. Tanpa memiliki kesadaran hukum
maka sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum adalah suatu tata

aturan kehidupan yang diciptakamuntuk mencapai nilai-nilai yang di

Masyarakat
yang pe Peraturan-

an luaskan,

nggar hukum" belum melanggar

adi kurangnya peng pemahaman

an hukum yang berl ini. Faktor

tang ketaatan Mas ap hukum.

babkan dari

bahwa kepatuhan hu
dap hukuman atau sa
Ketika melanggar

seseorang adalah! mengetahui bahwa
perilaku-perilaku 1 turan yang dimaksud
ialah hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Perilaku tersebut

menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun diperbolehkan

15 1ba Nurkasihani, 2018. Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat.Bagian
Hukum Setda Kabupaten tanah Laut. Jdih.Tanahlautkab.go.id.
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oleh hukum. Indikator selanjutnya ialah sikap hukum. Seseorang
memiliki kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap
hukum. Indikator yang terakhir ialah perilaku hukum, yaitu di mana
seseorang atau sekelompok Masyarakat memahami aturan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan tegsebut, maka menarik untuk dikaji

bagaimana Kesadaran Hu akat Kota Pekalongan Dalam

Perekaman Administrasj sadaran hukum merupakan
. Tahap pengetahuan

attitude, dan Pola

. Mengetahui
untuk mening kat Kota Pekalongan

dalam perekaman administrasi kependudukan.

D. Kegunaan Penelitian
Peneliti berharap bahwa penelitian ini memiliki nilai yang

signifikan, baik dalam aspek teoritis maupun dalam penerapannya
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dalam praktik. Sementara itu, manfaat dari studi tentang Kesadaran
Hukum Masyarakat Kota Pekalongan Dalam Perekaman Administrasi
Kependudukan dapat dirinci sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkag akan memberikan kontribusi yang

berarti dalam memperluas n kita tentang kesadaran hukum

masyarakat Kota Pek, ks perekaman administrasi
dapat  membantu

hukum dan

emberikan

pemangku

pemerintah daerah d rkait, dalam

iensi dan " efektivi perekaman

udukan di Kota Pe

1 ini dapat

dan kualitas

lam peningkatan pel

penelitian ini

E. Kerangka Teoritik

1. Kesadaran Hukum
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Salah satu perubahan mendasar setelah dilakukan Amandemen
terhadap UUD 1945 dalam suatu rangkaian yang terdiri atas empat
tahapan pada tahun 1999 sampai tahun 2002 adalah penegasan
dianutnya prinsip Negara

ayat (3) UUD 1945. g diidealkan adalah negara

bagaimana tertuang pada pasal 1

negara 1 na ditegaskan
dalam
dilaks 1 1 ayat (3)
meny

salah satu pengertia m, di mana

setiap yelenggaraan negara egara harus

n dan di dalam korid yang harus

negara dan

melaksanaka , kebijakan dan

aan UUD 1945.%7

tindakan yang
Hal itu harus diimbangi dengan pelaksanaan oleh seluruh

warga negara. Untuk itu juga dibutuhkan adanya “kesadaran

16 pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

" Wudjaja, A.W. kesdaran hukum masyarakat dan masyarakat pacasila, era swasta
Jakarta,1984.
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berkonstitusi” warga negara, tidak saja untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat
berdasarkan UUD 1945, tetapi juga untuk dapat melakukan kontrol

pelaksanaan UUD 1945 bai lam bentuk peraturan perundang -

undangan, kebijakan akan penyelenggara negara.

Fungsi kontrol dag ukan beriringan dengan
imbangi dalam sistem
dan peraturan

a Tindakan

vidu atau masyarakat m. Persepsi

ma mungkin pula ti ukum yang

lam arti di sini me ukum yang

ang dicita-citakan. D

tertulis.

a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan
seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh
hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang

18 Soerjono Soekanto, kesadaran dan kepatuhan hukum : Jakarta Rajawali Pers
1982, hal 217-219
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diperbolehkan.

b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang
dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni
mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk

menerima atau menola m karena adanya penghargaan

bahwa hukum ters at bagi kehidupan manusia
dalam hal ini resiasi terhadap aturan
tidaknya suatu
suatu aturan

jauh mana

um berkaitan pula de hukum dan

ah satu segi pembica i efektivitas

dikaitkan dengan p m terhadap

uan hukum tersebut

bila warga

laku sesuai dengan

tercipta sikap
hukum yang be raman dan ketertiban
yang di kehendaki. Namun jika manusia tidak mengetahui dan
memahami apa maksud dan tujuan dari suatu peraturan hukum yang
dibuat dan diterapkan, dapat mempengaruhi tingkat kesadaran

hukum setiap manusia menjadi rendah. Apabila tingkat kesadaran
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masyarakat rendah makan ketenteraman dan ketertiban tidak tercapai

dengan maksimal.

F. Penelitian Yang Relevan
Penelitian pertama yang berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat
Wongsorejo Terhadap Pencata rkawinan," ditulis oleh Diki Aziz

dari UIN Maulana Mali

ng, mengindikasikan bahwa

tentang pentingnya

pencatatal masyarakat
terhadap rbatas, dan
perilaku perkawinan
sering di

pandangan

kurangnya pema
pencatatan perkawinan, yang mengakibatkan masih adanya perkawinan
di bawah umur yang sering kali dipilih sebagai alternatif karena
dianggap lebih baik untuk menjaga martabat individu, keluarga, dan

komunitas.
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Di sisi lain, dalam hal kesadaran hukum masyarakat terkait dengan

pencatatan perkawinan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas

masyarakat belum memiliki ke hukum yang memadai. Indikator

kesadaran hukum, seperta dan perilaku, menunjukkan
bahwa masyarakat aturan tentang
perkawinan ta ingnya pencatatan
perkawinan, an masyarakat

batas, dan

tentang

nulis dalam

tesis ber ran Hukum Masyar. Sertifikasi

matan Jambon, Kab 0go," dapat

rikut:%°

masyarakat terkait ikasi tanah

ayoritas dari

mereka masih yang menganggap

bahwa tanah yang telah diwakafkan tidak mungkin menghadapi

19 Aziz, Diki . Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan
Perkawinan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

20 Cahyono, Bambang Hadi. kesadaran hukum masyarakat terhadap sertifikasi
tanah wakaf di kecamatan jambon kabupaten ponorogo. Masters thesis, 1AIN
PONOROGO. 2021.



18

masalah seperti penarikan kembali oleh ahli waris, terutama dalam
kasus wakaf yang berada di desa.

2. Jumlah tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Jambon masih terbatas, yang disebabkan oleh kesadaran hukum

masyarakat yang masih rendaly, Hal ini disebabkan oleh kurangnya

pemahaman dan pengeta m yang dimiliki oleh nadzhir,

wakif, dan mauquf

ahli waris.

b. Se i i arena tidak

at mengelola tanah ektif karena
Jum bersertifikat, sehi anah wakaf

i karena nadzhir tidak

Masyarakat Terh ikat Hak Milik Atas
Tanah di Desa Benteng, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros,"
ditulis oleh Juliana Abdullah. Terdengar adanya isu-isu dari warga
setempat yang pernah mencoba mendaftarkan tanah mereka,

mengeluhkan bahwa prosesnya memakan waktu yang lama dan
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biayanya mahal. Faktanya, pelayanan yang masih lambat, rumit, dan
berbelit-belit telah membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkan

tanah mereka. Bagi masyarakat di Desa Benteng, yang terutama mereka

butuh adalah memiliki saksi-s ng mengetahui batas-batas tanah

ntuk mengamankan hak atas

kesadaran ap pentingnya
memiliki rendah. Hal
dari jumlah
total pen ang mencapai1.070

20% dari

kurang dari

g telah memiliki serti atas tanah,

yaitu seb g, sedangkan 943 ora m memiliki

sertifikat as tanah. Hal ini di kurangnya

pemaha ikap hukum, dan p ukum yang
t dalam/beberapa asp

keempat

Ka
Kasus di Des direjo, Kabupaten
Temanggung)," ditulis oleh Ahmad Jinan. Hasil penelitian ini

mengindikasikan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Katekan

2L Abdullah, julian. Kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya
kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah di sesa bentengan ke. Mallaw kab. Maros.
Skripsi fakultas keguruan dan Pendidikan universitas Muhammadiyah makasar. 2020
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terkait kepemilikan akta perkawinan sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 96 Tahun 2018 tergolong rendah. Temuan penelitian
73% dari informan memiliki

menunjukkan bahwa sebany

pengetahuan mengenai pen perkawinan dalam pengajuan

informan setuju
artu keluatrga, sedan an lainnya

tidak set u, sekitar.20% info

gajuan.. kartu. kelua tar 43,33%
awinan dalam pengu hiran anak,

% tidak menggunak inan dalam

22 Jinan, Ahmad. Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Penggunaan Akta
Perkawinan Di Dalam Pengajuan Kartu Keluarga Dalam Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Katekan Kecamatan Ngadirejo Kabupaten
Temanggung). Skripsi. Fakultas Syari’ah. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut Agama
Islam Negeri Salatiga. (2022).
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dari petugas operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
maupun perangkat Desa Katekan.

Judul penelitian kelima berjudul "Analisis Layanan Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kampar," yang ditulis oleh Nur Syahirah. Berdasarkan hasil penelitian

terkait Pelayanan Administr: dukan di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil dapat disimpulkan bahwa

ntase keseluruhan m

penelitian menunju itar 47,02%
anan tersebut tergol
baik." M ian, pelayanan terseb apai tingkat

, dikarenakan adanya batan yang

atau aparatur



Persamaan dan perbed
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ngadirejo
kabupaten
temanggung)

Metode penelitian penelitiag metode Penelitian Penelit|
elitian empiris atau penelitian | kualitatif iptif deskriptif kualitatif | yuridis empiris
yuridis sosiologis. if melalui
) N
deskript piris

Instrumen pendekatannya gu pengumpula nik pengumpulan Penelit
elitian kualitatif dengan | teknik lesk data berup eng lan data | data berupa | hukum y

metode pengumpulan | kualitat de observasi, eNngd observasi, memperoleh
data berupa observasi, | metode )ena wawancara, wawancara, dan | datanya dari ¢
wawancara, dan | dedukti dokumentasi. wancara | 4okumentasi primer atau C
dokumentasi. perolen yang  dipera
r langsung (

masyarakat

Lokasi Kecamata desa beg ﬂ Kabupaten Kota

Ja a f Kampir Pekalongan

Ponorogo

) ; amatan
padirejo
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kabupaten
temanggung
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G. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Penelitian hukum empiris (emgirical law research) merupakan

penelitian hukum yang m um yang konsepkan sebagai

perilaku

bagaimana interaksi ang dikaji

raksidengan sistem n . Diajukan

sistem norma atau

lam masyarakat (law

peneliti tuk meneliti bagai

masyar:

nelitian deskriptif

enggali mengenai

2 Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, metode penelitian hukum, Mataram University
Press ,NTB ,2020. Hal 42

24 Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, metode penelitian hukum, Mataram University
Press ,NTB ,2020. Hal 25
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fakta mengenai kesadaran hukum masyarakat Kota Pekalongan

dalam perekaman administrasi kependudukan.

1. Sumber Data

Sumber data dal ian merujuk pada asal data,

di Dinas kependudu

n dan wawaneara d 1-pegawai

matan Kota pekalon rakat Kota

lain itu data juga di Kuesioner

Pekalongan.

Tentang
ini mengg

1) Bahan Hukum Primer

25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:
PT Rineka Cipta, 2002, hal.107.
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Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum
yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu
Lembaga negara dan atau badan-badan pemerintahan.?®

penulis menggunakangBahan hukum primer diantaranya

a) Undan : ahun 2013 Tentang
0 23 Tahun 2006

2)
um sekunder a yang erat
gan bahan umum pri
dan:memahami baha er. Dalam

, penulis menggunaka

26 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Konsep dan Metode, Malang : Setara
Press, 2013, hal. 81
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2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap,

penelitian  ini  menggunakan  beberapa teknik  untuk

mengumpulkan data, yai an cara observasi, wawancara,

pengamatan ataupun lain-lain. Dalam penelitian

wawancara yang dig

penelitian

awancara semi ter structure

Wawancara semi h proses

kepada informan untuk mendapatkan informasi yang

berkaitan dengan data yang Dibutuhkan. Tujuan

diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk

27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2019), Hal. 306
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melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi di
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekalongan dan data kuesioner.

b. Angket atau Kuesione

Kuesioner 3 adalah metode pengumpulan
data yang an d memberikan sejumlah
pertany3 g terkaitidenga penelitian. Sugiyono
meny bah adal? ik pengumpulan

g ang 1 an pe epers pertanyaan

1 tertulis kepada den dijawab.?®

Tabel 1. 6

Penilaian-Kuesione ket

Han Skor

Positif

Sangat Tid

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:
Alfabeta, 2019), Hal. 142
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3. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data bersamaan dengan proses
pengumpulan data di lapangan. Data-data yang didapat kemudian
direduksi dengan tujuan menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, = membuan, yang  tidak  perlu, dan

mengorganisasikan. akan digunakan dalam

penelitian ini ad eskriptif analisis yaitu

t gambaran dan info as tentang

syarakat Kota Pekal

udukan, makan p

a penulisannya seba

dilakukan denga

teori, metode p penelitian.
BAB 1II KES RAKAT KOTA
PEKALONGAN DALAM PEREKAMAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
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Pada bab ini menjelaskan tentang teori kesadaran hukum,

dalam perekaman administrasi kependudukan dalam perekaman

administrasi kependudukan.

BAB III ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
KOTA DALAM PEREKAMAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN




BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penglitian yang telah dilakukan serta

pembahasan yang telah dj bab sebelumnya, mengenai
kesadaran hukum
administrasi ke

Kesadaran

ari indikator pen

indikator sikap hu

an-dalam. penelitia
ta Pekalonganumum

kurang.

harusnya | dilakukan
hukum Masyarakat
am jemput bola/KT

alisasi Kadarkum
dilakukan sebagai bentuk penyuluhan hukum yang bersifat persuasif,
edukatif, dan komunikatif, sehingga masyarakat dapat terlibat secara
aktif dalam memahami produk hukum sebagai panduan perilaku di
tengah keluarga dan masyarakat. lalu yang keempat ada Dengan

adanya persyaratan akta kematian dalam pembuatan akta waris

32
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membuat masyarakat menjadi lebih peduli untuk mengurus akta
kematian. dalam hal ini dukcapil terutama di kecamatan barat
bersinergi dengan notaris berupa sosialisasi di BPN terkait hal itu.
Adapun upaya/program yang telah di rencanakan untuk membantu
meningkatkan kesadaran masyagakat dalam pencatatan administrasi

kependudukan di Kota Pe

ntara lain Sinkronisasi antara
data di dukcapil dan istik (BPS) dan Dukcapil

keliling.

administrasinya kalau

proses pencatatan ad

pembaharuan-

rkait karena tidak
semua masyarakat mengetahui informasi yang terbaru.

3. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, sebaiknya
lebih  meningkatkan  pelayanan  tentang  Administrasi

Kependudukan dan juga sebaiknya memberikan penyuluhan atau
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sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mencatatkan

administrasi kependudukan.

—~\vfr
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A. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan

No. Pertanyaan

Jawaban

ana
masyarakat
pencatatan
1si «di . kota
n?

administrasi
2 | kependudukan
kebanyakan

ini
dari
kesadaran masyarakatnya
ada dari  pemerintah

Di kota pekalongan
secara garis besar sudah
p terkait kepentingan

sendiri  contoh

peny KK, KTP,
Rindah} ijs. mereka
rounak untuk
Urus: sertifikat

n ui ak waris

enu rekening

em untuk

untuk
se esadaran
suda

lag

San 1.

u namun
pada  diri
sendiri  yaitu

Intuk Program itu
kita ada KTP digital, disini
masyarakat ini  harus
punya karena tindak lanjut

untuk kedepannya supaya
warga masyarakat
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memiliki program untuk
mendorong
masyarakatnya dalam
mencatatkan administrasi
mereka?

mempunyai elektronik
sebagai  bahan  untuk
kepengurusan  dokumen,
karena  nanti  seperti
tandatangan itu via digital
(TTE). kemarin  kita
sempat mengeshare flayer
untuk masyarakat
gngurus KTP digital dan
ilu masyarakat yang
juga lumayan
b program itu

kepengurusan  dokumen

mereka?

terkait
dengan KK itu kan tidak
harus ke  kecamatan
mereka mungkin ada yang
ke capil langsung karena
jarak tempurungnya lebih
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dekat akan tetapi di
sampingmu itu kan
sebutan kan ada juga
banyak  juga  mereka
mengurusnya ke
kecamatan karena di sini
lebih selur lebih renggang
untuk  apa  namanya
ume masyarakat yang
g ke kemari jadi jadi
gcepatannya  apa
memang
dukcapil

maupun

sebelumnya ?

contoh terkait
dokumen waris
atau hak waris pada tahun
ini harus mengumpulkan
persyaratan atau
kelengkapan dengan akte
kematian.  Padahal di
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tahun-tahun  sebelumnya
akte kematian itu tidak
harus asalkan sudah ada
surat kematian atau surat
kematian dari kelurahan,
maka dari itu saat ini jika
ada yang mau mengurus

akte  waris  otomatis
gsyarakat akan membuat
ematian. Dengan

garat tambahan ini
eningkatkan
buat akta
kematian
tar atau
a pemilu
seharunya
1 namun
sith - ada,
rsyaratan
ah ini

a

sinkronisasi data B
dukcapil?

da

em mereka

endataan. BPS

an pendataan

sendiri dan dukcapil pun
melakukan pendataan
sendiri  akhirnya data
kependudukan yang ada di
masing-masing  mereka
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terdapat selisih dengan
perbedaan itu digabung
menjadi satu tidak ada

yang namanya dukcapil
sendiri BPS sendiri jadi
hanya ada satu data.
Biasanya orang meninggal
tidak langsung melaporkan

tidak tahu mereka pindah.
Ini salah satu yang masih
dikaji dan belum ada
solusinya.
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Kalau dilihat dari
animo  masyarakat itu
tergantung  lingkungan,

Apakah di kota | karena dikota pekalongan
pekalongan ini  sudah | ini masyarakatnya
6 |termasuk  baik  untuk | hiterogen contohnya di
pencatatan kecamatan pekalongan
administrasin barat dengan masyarakat
ada di pesisir mereka
iki mainset yang

iengetahui aturan te pencatatan
dukan UU No. 23 Tah
mengetahui  bahwa
dukan itu penting?

harus di sia tan administrasi

kependudukan?

5. Apakah bapak/ibu memahami apabila tidak memiliki sertifikat dari
dokumen kependudukan tersebut?

6. Bagaimana sikap Bapak/ibu terhadap sistem administrasi yang
berlaku di dukcapil?

7. Bagaimana sikap bapak/ibu terhadap mekanisme pendaftaran

administrasi kependudukan di dukcapil pekalongan?
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8. Bagaimana sikap bapak/ibu terhadap pelayanan administrasi oleh
pejabat pemerintah di dukcapil Kota Pekalongan dalam melayani
masyarakat?

9. Sebelum Melakukan Pencatatan Administrasi kependudukan
bapak/ibu bertanya secara detail kepada pejabat pemerintah yang

bersangkutan

10.  Bapak/ibu baru akan me arkan administrasi apabila sudah
butuh saja

11. Bapak/ibu  lebih ndaftarkan  administrasi

kependudukan apab gadakan sosialisasi?
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